
BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 8 TAHUN 2OT2

PENETAPAN

Menimbang i a'

Mengingat : 1'

TENTANG

KOTA TERPADU MANDIRI KAWASAN BATHIN IX

KECAMATAN PAUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa dalam rangka Pel:*p?i masyarafat yang maju

mandiri a** *"j;'t?t* di wilayah bekas unit permukiman

transmigrasi (Ud^;4!"-",sigatal'- bekas pemukiman

transmigrasi u'dr.rtt Napal- 
"I' bekas pemukiman

transmigr*"i l,'t'u'irf N"p"il1 .darr 
desa-desa sekitarnya di

Kecamatan """f;;it 
-Jia"ttt"tg 

adanya ketahanan

pangan, tersedianfi papan' p"il"*u'han ekonomi dan

agrobisnis;
bahwa percepatan pembangunan pengembangan

Witayah p"rm.iki**r, 'ir*rru*i[r"si (WPT) bekas unit

permukiman tt"i"*ig'asi (UPTi Lamban S-igatal' bekas

pemukiman ;;;igras] . 
Lutuk Napal I' bekas

oemukiman transmigrasi Lybuii Napal II dan desa-desa
P"!ilffiffi'al r"""ri"tan pauh perlu membentuk Kota

;;;;;Mandiri (KrM) Bathin IX;

bahwa berdasarkan pertimban gan sebagaimana dimaksud

dalam huruf " 
J* fi*ruf b' p6rlu menetapkan Peraturan

Daerah ;tentanglil""*p"l rott Terpadu Mandiri Kawasan

Bathin IX Kecamatan Pauh;

Pasal L8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun L945;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun L999 tentang

pembentukan Kabupaten sarolangun, Kaburraten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor3gos)sebagaimanatelahdiubahdengan
Undang-Urra*rrf Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Ne gara Republik

Indonesia Nomor 3969);

c.

2.



3. Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125' Tambahan Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaNomor44gT\sebagaimanatelah
beberapakalidiubahterakhirdenganUndang.Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a$afl;

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2}ll Nomor 7 ' Tambahan
Republik

Lembaran

DEWAN

MenetaPkan:

Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Dengan Persetujuan Bersama

PERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSAROLANGUN
dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSI(AN:

PERATURANDAERAHTENTANGPENETAPANKoTATERPADU
MANDIRI KAWASAN BATHIN IX KECAMATAN PAUH'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun'

Pemerintah Daerah adalah 
-Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

3.
4.

penyelen ggar a pemerintahan daerah'
'Bupati adalah Bupati Sarolangun'
pewan Perwakilan Ralryat Daerah yang

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
selanjutnYa disingkat DPRD

sebagai unstlr PenYelenggara

pemerintah daerah'
5. Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat

Sosnakertrans adalah Dinas Sosial, tenaga KJrja dan Transmigrasi

KabuPaten Sarolangun'
6. peraturan Daerah a?ahh Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun'

7. Ketransmig*"ian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Transmigrasi'
g. Transmigr"*i- "aJ.r, 

p"ipira*rra' penduduk secara sukarela untuk

meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah Pengembangan

TransmigrasidanLokasiPermukimanTransmigrasi.
g. Wilayah pengembangan Transmigrasi,- yang sllanjutnya dapat disingkat

wpT adalah wilayah pot""*i- v"Ls ditltapkan sebagai pengemban8an

permuki*"* ;;;;igtasi- untuf mewu.iudkan P}-sat . 
pertumbuhan

wilayah U"iu sesuai d[ngan Rencana fata Ruang Witayah Provinsi dan

KabuPaten/Kota'



10. Kota adalah suatu kawasan pusat kegiatan.masyarakql y..",'g terdiri dari

pemuklman, perdagangan, pItU"t"ran, industri, pendidikan' pelayanan

umum dan sarana transportasi serta untuk menyatukan visi tentang

kawasan transmigrasi d;-- J". dibangun dan dikembangkan

memenllhi fungsi-fungsi perkotaan'
11. Kota Terpadu Mand.iri, yar'-g selanjutnya dapat d'isingkat KTM adalah

Kawasan transmigrasi yafg n.rt u-"o.sunan dan pengembangannya

dirancang menjad"i pr"., 
-'p"'rtumbuf,^" yang mempunyai fungsi

perkotaa. ;;illi;i p"rrg"tgtaari sumber daya *tr.* yang berkelanjutan'

12. Bekas unit F.*rr.i*"n rrarrmigrasi yang selanjutnya dapat disingkat

Bekas upr adalah suatu kawasan penggunaan lahat' y"'F- !:iYl:::
untukpengembangan.,""r'"BekasunitPemukimantransmrgrasr
dimana lahan tersebut *"*pr"yai kepastian letak' luas serta batas-

batas secara fisik di laPangan'
1 3 . iffix,"""'#,:'il";;;":f p?,"r-i"l yan g d itetapkan sebagai

*tr-,'lran rrrilarrai:"ffffi :;:i;;il;;i;"i;;;"""t"p"'t'mtuhanwilavah
' -erl:^f aatl

Mandiri.
15. il;A Terpadu Mandiri Bathin IX' yang 

-

Bathin IX aJalah Kota Terpadu Mandiri

. KabuPaten Sarolangun'

permukiman
yang sudah
baru sesual

selanjutnYa di singkat 
-KTYBathin IX Kecamatan Pauh

"TJT;1;;; 
berkembang setagai kawasan perkotaan

dengan rencana tata ruang wilayah'

14. tr?S;i T'HX"ifre;--"iJ; 
-p""g"*bangan 

kawasan dan konsep

f"TJf ,r;i,?""iti#;.#*'fl.s'-*3**'::*"f;lf "Tff;:k"i"t"?
l"Tff#":.:i?.J'*;"#;'#,i.";;;- n"1s"*bangan masvarakat dan

.^1^ /t:p rlrr\ Kota Teroadu
;H:ffi1JrH;:"#H:*,1i.' Jangka- Menengah (RPJM) Kota rerpadu

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk KTM Kawasan Batin IX Kecamatan

Pauh.

Pasal 3

(1) KTM Kawasan Bathin IX terdiri atas:

a. Desa Sumber Lahan:
1.'Desa SePintun;
2. Desa Lamban Sigatal'

b. Desa Penunjang:
i. Urrit permukiman Transmigrasi Lamban Sigatai;

,. E"-* ,"t,'p"r*.,ttl*an Tiansmigrasi t'upu]< Napal I;
rr^.^^1 TI

Bekas Unit Permukiman Transmi[rasi Lubuk Napal iI; dan

Desa Lubuk NaPal.

KTM Kawasan Bathin IX terletak di Kecamatan Pauh dengan luas 1'130

ii", O""gan batas-batas wilayah *"Il::i;
;';f,""# ;;;;; berbatas d""gu"" DLsa Pemusiran;

r Y ,:! T1^-.a. Sebelah Utafa PeruaLa's Lrerr6arr "::: ^ --;;-:- -^-*..r.:*^- ,l.ra.

b. sebelah Selatan berbatas dengan Bekas unit Permukiman Transmrgrasr

Lrl* N"Pai II (Desa Taman Bandung);

". 
"#ff;.*Hl,# f"ffit^.]^i;s"" bekrs Unit pemukiman rransmigrasi

-1^^.^ C::-^+^1\. rlqnffi;; i,##ii tb""" seko Besar dan Desa Lamban sigatal); dan

3.
4.

{2\

d. sebelah Timur berbatas dengan Desa sepintun.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

(1} Pembangunan KTM Kawasan Bathin IX, bertujuan untuk :

\-' 
". 

*"rrfoptimalkan potensi sumber daya alam;

b. memper""p*t tumbuhnya pusat pertumbuhan baru (daerah cepat

tumbuh);
c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;

d. menarik investor;
e. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat transmrgrasr

dan desa-desa sekitarnYa'

l2l Sebagai Pusat Risert, Agrobisnis dan Agrowisata

Pasal 5

SasaranpembangunanKTMKawasanBat}rinIX,adalah:
a. peningfatan e6ktifitas pemanfSatan ruang yang berwawasan

b. peningkatan jaringan infrastruktur ;

.. peningXatan invfstasi budidaya dan industri
perdagangan;

d. perluasan kesemPatan tt"rj?'-
e. peningkatan PelaYanan sosial;

f. peninltatanPendapatan Asli Daerah (PAD);

g.peningkatanpendapatanparaTransmigrasidanpenduduksekitar.

lingkungan;

Pasal 6

Sasaran Pembangunan KTM Kawasan

pendekatan WilaYah Pengembangan

dan

Bathin IX, dilaksanakan melalui
Transmigrasi (WPT) dengan

Jasa

pemberdayaan kawasan :

". 
yu.rrg 

"r.tau"n 
dikembangkan sebagai permukiman

arrr-p"t*ukiman transmigrasi yang masih dibina;

b. permr.:.kiman transmigrasi baru;
c. Lalon permukiman transmigrasi;
d. desa sekitar.

transmigrasi mencakuP

(1)

{2\

Pasal 7

Dalam pengembangan KTM Kawasan Bathin IX dilaksanakan pel{rusunan

Rencana Induk (master plan) sebagai dasar pengembangan kawasan'

penlrusunan Rencana Induk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

sarolangun bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

(Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dengan persetujuan DPRD'

Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diuraikan dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
Pasal 8

KTM Kawasan Bathin IX akan

penduduk sekitar Paling sedikit
memberdayakan para transmigran dan desa

1705 KK.

(3)



BAB IV
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 9

Tanah yang termasuk dalam

IX berasal dari :

a. tanah negara bebas;

kawasan Pengembangan KTM Kawasan Bathin

b. tanah berasal dari Hak Pengelolaan
c. tanah penduduk setemPat;

(HPL) Transmigrasi;

BAB V
STRUKTUR KAWASAN

Pasa1 1"0

struktur KTM Kawasan Bathin IX dikelompokkan dalam zona:

a. permukiman;
b. bisnis ;

c. pemerintahan dan pelayanan jasa perdagangan;

d. pusat benih, palawija, kelapa sawit dan karet'

BAB VI
PENGELOLA

Pasal 11

Dalam Pengembangan KTM Kawasan Bathin IX dibentuk Kelompok Kerja

dan Pelaksana berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun'

Dalam Pengembangan KTM Kawasan Bathin Ix dibentuk Pelaksana

Kabupaten Sarolangun.
pembentukan pokja dan Pelaksana KTM sebagaimana ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Pokja Pemerintah Provinsi

Jambi dan Pokja Pemerintah Pusat'

Struktur bagan Pokja dan Pelaksana dibuat

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku'

Kelompok Kerja dan Pelaksana sebagaimana

ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA IVIASYARAKAT

Pasal 12

(l)PengembanganusahamasyarakatpadaKTMKawasanBathinlx
diproritaskan Pada:
a. pengembangan agribisnis dan agro industri dari hulu ke hilir

bekerjasama dengan badan usaha;

b. pengembangan budidaya pertanian dan

mendukung;

non pertanian Yang saling

c. pengembangan jasa Perdagangan;
d. pengembangan jaringan transportasi dan informasi;

e. pengembangan sarana pendidikan, kesehatan dan sosial budaya'

(2) Pengembangan Usaha ekonomi

melibatkan peran serta masyarakat'

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)

sebagaimana ketentuan

dimaksud Pada aYat (3)

pad.a KTM Kawasan Bathin IX



Dana Pengembangan KTM

Pemerintah Daerah, Badan

BAB VIII
DUKUNGAN DANA

Pasal 13

Kawasan Bathin IX berasal dari Pemerintah'

Usaha dan Pihak ketiga'

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

i Sarolangun
1 Mei 2Ot2

GUN,

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar se-tiap orang mengetahuilVa memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini aeneL--;;;;p*tt "r"V" 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sarolangun.

Diundangkdn di Sarolangun
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS N SAROLANGUN,

3or ouu

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2OI2 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOIVIOR 8 TAHUN 2OI2

PENETAPAN

TENTANG

KOTA TERPADU MANDIRI KAWASAN BATHIN IX

KECAMATAN PAUH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penetapan Kota

Terpadu Mandiri*r*u.*"rt Bathin IX Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun

diharapkanakanmendorongp*rrr"*""danpengembanganinvestasioleh
Badan usaha dan masyarakat dalam memanfa-atkan potensi yang ada

sehingga pada giliranny..d"p.i *"r..ipt"tt''" kesempatan kerja dan peluang

usaha yang tef,if, luas dan merata serta tumUut'nya daerah dan wilayah

sebagai pr""t-i.,r;" p"ri r*urr,*r, ekonomi baru. Dengan demikian'

penyelenggaraan transmigrasi membuka kesempatan- bagi penduduk dari

daerah lain dengan cara swakarsa untuk berpindah dan menetap guna

meningkatkan kesejahter"^rrrryr. ilrbentuknya pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi tersebut sekaligus 
'*".rdororrg klmajuan dalam peningkatan

kesej ahte t aarl penduduk sekitarnya'
Jumlahpendudukyangsangatbesar,persebaranyangbelumserasidan

belum seimbang antara d.aya ;;i;"; alam dan daya tampung lingkungan'

apabila tidak ditangani-dengan baik, dapat menimbulkan kerawanan sosial

ataupun kerusakan-lingkungan. Persebaran penduduk yang belum serasi dan

belum seimbang tersebut *"rrv"u"tkan pembu-rrgr.r"n belum merata sehingga

ada kecenderungan daerah atau wilayah y4; telah berkembang menjadi

makin berkembang, seballt nyaa"erah atau wilalah yang kurang berkembang

menjadi ,rr.r.i' i*tinggal. 
-D";;;h atau wilayah yang tertinggal dengan

penduduk yang terpencar-p"rr"*, dalam kelompok kecil sulit berkembang'

Untuk itu, penyebaran p"rirJrt perlu diatur melalui penyelenggaraan

transmigrasi 
upaya meningkatkan . sumbangan nyatl . pembangunan

transmigrasi kepada pemb*rrg,1rr"" nasional, Perierintah telah menetapkan 5

(lima ) kebijakan yang *"*p"f."tt tujuan dan sasaran dari penyelenggaraan

transmigrasi, Yaitu:
1. Mendukung ketahanan pangan dan kg^b1tuhan pap,an' 

-. ^:--
2. Mendukung kebijakan energi alternatif di kawasan transmlgrasl'

3. Mendukung ketahanan nasional'
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi'

5. Menunj""g ;;;;ggulangan pengangguran dan kemiskinan'

Kelima butir ini ditetapkan """U"g"I 
paradigma baJu. penyelenggaraan

transmigrasi yang akan aiwqiuakan dlngan berbagai langkah terobosan'

Terobosan yang ""f.^r.rrg-i"i, 
dl"iakut<att Lddu"h ^9,"1*"t 

melakukan

revitalisasi pengembangan kawlsan-kawasan transmigrasi yang sudah ada

serta reorientasi pembangot ; ;i;;"*an-kawasan transmigrasi yang baru'

Di kawasan baru, pembangunan transmigrasi yang semula ditujukan untuk

menjawab p"r"o"fi.r-p"r"oit"n demografrs, diperttaya orientasinya kearah

percepatan p;;il;s"""' a"tiah melJui peningklil P-*:mbuhan 
ekonomi

kawasan transmigrasi. Sedangkan di kawasan transmigrasi yang sudah ada

dilakuka' p"rrr.ir?, ekonomi,"sosial dan ruang agar pertumbuhannya dapat

iebih cePat dan terarah'



dalam revitalisasi a115"::i
KonseP Pendekat"" l:Ls S:"Ht:l

l"lTI rgvlLarroes' -

i-;;"" o?":T'S:":"fr:tll:Konsep perruc^e"*r5 J -- 
pengembangan THil;;;-E,,g"i perkotaan

in i *a.r'*r' n-" *u 11-'1i i3 i "il?r;mbuh an v ul s,,,

i:l,xH;lJ;T,$.i-:ji:t'":.";mmil'Jffi f,;;;;*u*" f T,":-J*T,1'offi il;fi M andiri"
dan selanjutnYa

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . -

CulnrP Jelas

Pasal2
CukuP Jetas

Pasal 3
CulnrP Jetas

'**t'o u,r, Jelas

Pasal 5
CukuP Jelas

Pasal 6
CukuP Jelas

Pasal 7
CukuP Jetas

Pasal 8
CukuP Jelas

Pasal 9
CulnrP Jelas

Pasal 1O

CukuP Jelas

Pasal 1L
CukuP Jelas

Pasal 12
CukuP Jelas

Pasa1 13
CulnrP Jelas

Pasal 14
CulnrP Jetas

KABUPATEN SAROLANGUN 
NOMOR 8

w TAMBAHAN LEMBARANDAERAH


